BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya bahwa dalam penentuan
kriteria Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan Mendukung Pariwisata Pantai
Selatan di Kabupaten Bantul” Dengan Metode Analytical Hierarchy Process
(AHP), maka diperoleh beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini, yaitu :

1. Kriteria paling utama berdasarkan data responden dalam penentuan prioritas
pengembangan Jaringan adalah kriteria Tata Ruang sebesar 23,48 %, kriteria
Teknis sebesar 22,96 %, kriteria Ekonomi 16,00 %, kriteria Sosial 13,87 %
kriteria Polhankam 11,97 dan kriteria Lingkungan 11,71 %, kriteria tata ruang
dengan bobot tertinggi dengan permasalahan adanya perubahan regulasi terkait
tata ruang.

2. Arahan prioritas penanganan jaringan jalan menuju Pantai Selatan di
Kabupaten Bantul adalah ruas jalan ruas jalan Yogyakarta — Bakulan
Parangtritis dengan skor 392,97 selanjutnya Yogyakarta — Bantul — Samas

dengan skor 319,21.
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6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan penelitian, maka ada
beberapa saran penting dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan adanya penelitian dengan menggunakan metode lain dan kriteria -
kriteria lainnya sehingga hasil yang didapatkan akan saling melengkapi satu
dengan yang lainnya.

2. Perlunya dilakukan analisis lebih mendalam mengenai sistem dan fungsi
jaringan jalan pada ruas jalan Yogyakarta — Bantul — Samas, mengingat ada
Sebagian segmen jalan tersebut melintasi di kawasan perkotaan dikabupaten
Bantul, yang bila ditinjau dari sisi fungsi / peranannya masuk dalam sistem
jaringan jalan sekunder,

3. Diperlukan adanya penelitian mengenai alternatif lain misalnya pengembangan
jaringan jalan terintegrasi dengan moda transportasi yang lain lain (antar moda)

untuk mendukung Pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul”
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